
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kejadian kekerasan terhadap perempuan berdasarkan wilayah terjadinya kekerasan terbagi dalam 

tiga ranah, pertama privat yaitu kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, dalam 

bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan pembatasan ruang gerak. Kedua, publik yaitu 

kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, bentuknya perkosaan, 

eksploitasi melalui media, pelecehan seksual, dan perdagangan perempuan dan anak perempuan. 

Ketiga, negara, yaitu kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh aparat negara secara 

sistimatis atau melalui kebijakan-kebijakan yang baik secara langsung maupun tidak langsung 

menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. 

 

Data yang dihimpun oleh Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, menunjukkan angka 

kejadian kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Lampung dari tahun 2008 sampai 2009 

sebanyak 252 kasus pada tahun 2008 dan sebanyak 233 kasus pada tahun 2009 seperti yang 

tercantum pada tabel berikut ini: 

 

 

 

 

Tabel 1. Kejadian Kekerasan terhadap Perempuan berdasarkan Wilayah  

   Kejadian di Propinsi Lampung Tahun 2008-2009 

 

Kabupaten/Kota Tahun  2008 Tahun  2009 



Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

Lampung Selatan 36 14,3 25 10,7 

Bandar Lampung 103 40,9 114 49 

Tanggamus 19 7,5 11 4,7 

Lampung Barat 7 2,8 5 2,1 

Lampung Utara 7 2,8 4 1,7 

Tulang Bawang 9 3,6 6 2,6 

Lampung Timur 19 7,5 18 7,7 

Way Kanan 6 2,4 2 0,9 

Lampung Tengah 22 8,7 26 11,2 

Metro 3 1,2 4 1,7 

Lainnya
* 

(Tj. Pinang, 

Banten, Bangka)  

5 2,0 18 7,7 

Tidak Diketahui 7 2,8 - - 

Jumlah 252 100 233 100 

 

*) Tempat kejadian, proses hukum di Propinsi Lampung 

Sumber: Catatan Akhir Tahun Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR; Tahun     

  2008 dan 2009. 

 

Bila dirinci berdasarkan bentuk-bentuk kekerasan,di ranah privat pada tahun 2008 tercatat 31 

kasus perkosaan, 42 kasus penganiayaan,1 kasus pelecehan seksual,dan 4 kasus pembunuhan.Di 

ranah publik tercatat 144 kasus perkosaan,10 kasus pelecehan seksual, 11 kasus pelarian anak 

perempuan,5 kasus perdagangan  anak perempuan,  dan 3 kasus p ada masa pacaran.Kasus 

serangan seksual tahun 2008  

 

 



sebanyak 191 kasus, berarti dalam satu bulan terjadi 15 kasus serangan seksual. Dengan kata 

lain, setiap dua hari sekali terjadi kasus serangan seksual. Sedangkan, pada tahun 2009 terdiri 

dari 233 kasus, bila dirinci di ranah privat tercatat kekerasan seksual (perkosaan, incest, 

pelecehan seksual) ada 29 kasus terdiri dari 11 kasus perkosaan, 16 kasus incest, dan 2 kasus 

pelecehan seksual. Kekerasan fisik 43 kasus, 2 di antaranya meninggal dunia. Kekerasan 

ekonomi 6 kasus. Di ranah publik kekerasan seksual (perkosaan, pelecehan, perdagangan) ada 

148 kasus, terdiri dari 113 kasus perkosaan, 15 kasus pelecehan seksual, 20 kasus perdagangan 

perempuan. Kekerasan fisik meliputi 2 kasus penganiayaan, 3 kasus pada masa pacaran, 2 kasus 

pelarian, seperti yang termuat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 2. Bentuk dan Jenis Tindak Kekerasan terhadap Perempuan Pada  

               Sektor  Privat (Rumah Tangga) di Propinsi Lampung Tahun 2008 

 

Bentuk dan Jenis Kekerasan Frekuensi Persentase 

Privat     

* Seksual     

   Perkosaan 13 3.8 

   Incest 10 2.9 

   Pelecehan Seksual 1 0.3 

* Fisik   

   Penganiayaan 54 15.8 

* Psikis 15 4.4 

* Ekonomi 7 2.1 

Jumlah 100 29.3 

Sumber : Laporan tahunan LAP Damar, 2008. 

Sementara itu, data kasus kekerasan perempuan yang muncul di media massa dikategorikan 

sebagai kasus publik, nampak lebih besar dari pada kasus yang tercover daripada sektor privat 

atau rumah tangga, ialah sebagai berikut: 



Tabel 3. Bentuk dan Jenis Tindak Kekerasan terhadap Perempuan Pada    

               Sektor Publik di Propinsi Lampung Tahun 2008 

 

Publik Frekuensi  Persentase  

* Seksual     

   Perkosaan*) 127 37.2 

   Pelecehan Seksual 25 7.3 

   Pelarian perempuan 5 1.5 

   Pencabulan 34 10.0 

   Perdagangan Perempuan 7 2.1 

* Fisik     

   Kekerasan masa pacaran (pembakaran,    

   penganiayaan) 5 1.5 

   Perdagangan Perempuan 38 11.1 

Jumlah 241 70.7 

Total 341 100.0 

Sumber data: 2 surat kabar harian lokal, 1 tabloid mingguan, kasus yang masuk ke  

Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR melalui Drop In, Outreach Hotline 

Service, dan kasus yang di dapat dari basis mitra jaringan 

 

Perempuan tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan perlawanan atas perlakuan kekerasan 

yang menimpanya sebagai respon dari kekerasan yang dilakukan terhadap dirinya yang 

membahayakan keselamatan jiwa, nyawa, kehormatan, dan atau harta benda. Tentunya kita 

semua sepakat bahwa kekerasan terhadap perempuan perlu mendapat perhatian yang serius tidak 

hanya dari relawan pembela hak-hak perempuan tetapi juga dari semua pihak termasuk 

pemerintah, karena bilamana tidak maka semakin banyak perempuan mendapat perlakuan yang 

tidak adil dan bahkan tidak dihormati hak-haknya sebagai manusia. Bentuk-bentuk kekerasan 

yang diterimanya berupa tindakan pemukulan, penganiayaan, pelecehan seksual, perkosaan dan 

bentuk kekerasan lainnya yang membahayakan nyawanya bahkan ada pula yang sampai 

menemuai ajalnya. 



 

Perempuan yang mengalami tindak kekerasan, tentunya, mengadukan kasusnya ke Aparta 

Penegak Hukum. Namun, kadangkala yang dialami perempuan dalam mengadukan kasusnya di 

Aparat Penegak Hukum seringkali menjadikan korban tidak terbantu melainkan menjadikan 

korban berikutnya sebagai akibat perlakuan atau penanganan yang sering dilakukan oleh 

penyidik. Oleh karena itu, untuk kasus kekerasan terhadap perempuan memerlukan penanganan 

yang khusus dan berbeda dengan kasus kejahatan lainnya. Untuk menyikapi hal ini, dibuatlah 

Perangkat Undang-undang Khusus, yakni Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang disahkan pada 14 September 2004. 

 

Perspektif undang-undang baru ini luas sekali, mencakup tiga prinsip yang tidak ada dalam 

undang-undang sebelumnya, yaitu (a) perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, (b) 

kesetaraan dan keadilan jender, dan (c) relasi sosial yang imbang dan perlindungan atas korban. 

Namun demikian, hal-hal yang baik dalam undang-undang ini tidak begitu berkonsekuensi logis 

dengan penerapannya dalam 

perkara kekerasan dalam rumah tangga. Kendati ada juga niat baik dari para penegak hukum 

untuk menggunakan undang-undang ini dalam penanganan kasus-kasus PKDRT.  

 

Adanya banyak perbedaan persepsi antar penegak hukum yang mengakibatkan penerapan 

undang-undang ini terhambat. Di samping, payung kebijakan di bawah undang-undang, seperti 

peraturan pelaksanaan dan alokasi anggaran yang masih jauh dari memadai sehingga 

mempersulit penanganan yang sesuai dengan yang dimandatkan dalam Undang-undang No. 23 

Tahun 2004. Selain itu, kendala budaya masih sangat besar bagi para perempuan korban 

kekerasan dalam rumah tangga sehingga banyak perkara ditarik kembali setelah mulai diproses 



polisi. Akibatnya, persentasenya perkara yang sampai ke persidangan sangat kecil dibandingkan 

dengan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat. 

 

Implementasi pasal-pasal tersebut sangat diperlukan mengingat tindakan kekerasan, 

penelantaran, maupun penyiksaan pada perempuan dan anak perempuan dapat menimbulkan 

dampak terhadap kesehatan fisik maupun kesehatan psikologis/mental pada mereka. 

Penganiayaan secara fisik atau penelantaran dapat menyebabkan kegagalan dalam 

keberlangsungan hidup manusia. Dampak psikologis atau kesehatan mental dari tindak 

kekerasan, penelantaran maupun penyiksaan pada perempuan dan anak perempuan, dapat dilihat 

dari tingkahlaku mereka yang menunjukkan ketidakwajaran seperti penarikan diri,  ketakutan, 

atau  menunjukkan tingkah laku  agresif  dengan  emosi  

yang labil. Mereka juga sering menunjukkan gejala depresi, jati diri yang rendah, kecemasan, 

adanya gangguan tidur, dan phobia. Kelak mereka bisa tumbuh menjadi penganiaya, bersifat 

keras, dan terlibat dalam penggunaan zat adiktif.  

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang ingin diperoleh jawaban dari penelitian ini, sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman tentang keberadaan UU PKDRT? 

2. Apa  kendala dalam implementasi UU PKDRT di Institusi  Kepolisian? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian implementasi UU PKDRT adalah: 



1 Memetakan pengetahuan masyarakat tentang UU PKDRT sebagai instrumen hukum Negara 

untuk perlindungan terutama korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). 

2 Memetakan kendala-kendala Implementasi UU PKDRT di Institusi Kepolisian. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Upaya penelitian implementasi UU PKDRT diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara  teoritik, penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan yang komprehensif 

mengenai pelbagai hal antara lain, faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi 

UU PKDRT yang dilakukan oleh Polisi. 

2. Secara praktik, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dalam implementasi UU 

PKDRT, khususnya UU PKDRT. 

 

 

 


